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PUTUSAN
Nomor 1414/Pdt.G/2018/PA.Cbd
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis,telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara :

Nyai Imas binti Ahmad Sanusi, tempat/ tanggal lahir Sukabumi 01 Desember
1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Selaawi
RT 026 RW 005 Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten
Sukabumi,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan
Anjas Asmara Sukma bin Dudun, tempat / tanggal lahir, Sukabumi 28 Juli
1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Selaawi RT 026 RW
005 Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Nopember 2018

telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor

1414/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 07 Nopember 2018, dengan dalil-dalil

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2012 telah
melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor 1037/20/VI1/2012 Tertanggal 02 Juli 2012;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina
rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian
pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung
Selaawi RT 026 RW 005 Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit
Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1
(Satu) orang anak/keturunan yang bernama,;

- Salsa Aurora Putri, Sukabumi 11 Maret 2014 (umur 4 tahun);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga
yang baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2015, kehidupan dan ketentraman
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara
lain;

a. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah
keluarga, sehingga orang tua Penggugat yang harus menanggung
beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;

b. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan beberapa
perempuan lain yang salah satunya bernama Melly, hal itu Penggugat
ketahui secara langsung dari Tergugat;

c. Bahwa Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak
Penggugat sehingga Penggugat dan anak Penggugat merasa
terabaikan;

d. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada Januari 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat

pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan
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sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak

mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak
rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak
berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari
semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat
merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan
Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Anjas Asmara Sukma bin

Dudun) terhadap Penggugat (Nyai Imas binti Ahmad Sanusi);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat
lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat
telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang mengahadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang dan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu

halangan yang sah;
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Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Penggugat agar berpikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa,perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut
selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa,untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
alat bukti berupa :

A. Bukti Surat
- Potokopi kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor
1037/20/VI1/2012 Tertanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P
B. Bukti saksi
1. Nama Suherman bin Ajidin,umur 54 tahun, agama Islam,pendidikan

terakhir SLTA, status kawin, pekerjaan Guru Mengaji, tempat tinggal di

Kampung Selaawi RT 026 RW 005 Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit

Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai anak angkat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat
sekitar tahun 2012;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah
tangga tinggal di Kampung Selaawi RT 026 RW 005 Desa Citamiang
Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang

bernama Salsa Aurora Putri ;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan
sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2015, penyebabnya Tergugat
sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga dan Tergugat
menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bulan Januari 2018 sampai sekarang
telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa salama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput
Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2. Nama Wandi Irawan Bin Dudun, umur 28 tahun, agama Islam,pendidikan
terakhir SLTP, status kawin, pekerjaan Dagang,tempat tinggal di kampung
Selaawi RT 026 RW 005 Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit
Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kakak kandung;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat
sekitar tahun 2012;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah
tangga tinggal di Kampung Selaawi RT 026 RW 005 Desa Citamiang
Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang
bernama Salsa Aurora Pultri ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan

sering terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015, penyebabnya
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Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga dan

Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat awal tahun 2018 sampai sekarang
telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa salama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput
Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
Bahwa,Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;
Bahwa,untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang,merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap kali sidang telah menasehati
Penggugat,akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patuttidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,dan
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tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu
halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi
alasan pokok dari gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah
Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2015 sampai pisah rumah dan
tidak pernah bersatu kembali sajak dari bulan Januari 2018, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga serta
sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo
SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat dapat kabulkan sepanjang berdasakan hukum dan beralasan, oleh
karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya,

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya,Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi sebagaimana telah
diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi kutipan akta nikah yang
merupakan akta otentik,bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,isi bukti
tersebut menjelasakan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Juli 2012 tercatat di kantor
Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P Penggugat tersebut, terbukti
sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991,bahwa

Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah
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sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum

dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang,bahwa karena perkara ini perkara perceraian yang alasannya
lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus
menerus,sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991,maka Majelis
Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang
dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah
dewasa,sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang
,sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1
angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang,bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai
adanya dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah
Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat ,oleh karena
itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana
diatur dalam pasal 171 HIR,sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Kketerangan
saksi-saksi Penggugat dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya
dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya,maka
Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah
tanggal 01 Juli 2012 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang
Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan

sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2012, penyebabnya Tergugat
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sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga dan Tergugat
menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2018 sampai
sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa salama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput
Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,dapat

disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi horma hukum
Islam, sebagamana dimaksud dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21 :I;fi.&.ﬂ_
as3 5 85558 ,ofij..: Jz>3 L@ﬂ! dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan,bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga
yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut
dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud
lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan
tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu
menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap
mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan
Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : Jls , sall[ kemudhorotan itu harus
dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada
pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan
lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan
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kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan
jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang,bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana
tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum
Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab
Ghoyah al-Marom ( el <]l &4le ) halaman 162 yang berbunyi as; eas awwl 13]
asll uolall ade slb lg>g) a>gJl (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap
suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak
terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerntah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mendengar
keterangan saksi keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan
oleh karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bakda dukhul dan
belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai pasal 119
ayat (1) dan ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam tahun 1991; karena itu
gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang,bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat,semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Anjas Asmara Sukma bin
Dudun) terhadap Penggugat (Nyai Imas binti Ahmad Sanusi);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni
Heriansyah,S.Ag,masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.Usman Ali, S.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

Jenal Mutakin, S.Ag
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Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran................cccoveiiii i e, Rp. 30.000,-
.BiayaProses ... Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan Penggugat ................cccoveeee. Rp. 100.000,-
. Biaya Panggilan Tergugat  ...............cooneee. Rp. 200.000,-
Meterai Rp. 6.000,-
.Redaksi Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 391.000,-

o 0o~ WDN P
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